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STRUKTUR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS DARI DEPAR-

Menimbang

Mengingat

Mengingat pula

_Meneﬁapkan
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(1]

TEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA. ©
XKAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa perlu segera menentukan struktur desar organi-

sasi serta bidang tugas dari Departemen-~departenmen
seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Pregiden No.

163 tahun 1966, tentang Pembentukan Kabinet AMPERA,

agar supaja terdapat efesiensi dan kelantjaran pelak-
sanaan tugaes~tugas dsrli XKabinet AMPERA.

1. Pasal 17 ajat (2) Undang-undang Dasar 19453
2. Keputusan Presiden No. 163 tshun 1966,
Ketetapan M.P.R.S. No. XIII7MPRS/1966.

MEMUTUSKAN:

STRUKTUR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS DARI DE-
PARTEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA, sebagal berikut s

BAB I.
T M U M

Pasal 1.

PENGERTIAN

Jang dimaksud dengan Kabinet Dwikora dalam Keputus-

an ini adalsh Kabinet Dwikora jang disempurnekan lagl seperti
diatur dalam Keputusan Presiden No. 63, 6% dan 65 tahun 1966
tanggal 27 Maret 1966.

Pasal 2.
STRUKTUR DASAR DEPARTEMEN

(1) Departemen merupakan lembaga Pemerintahan jang meliputi
bagian keglatan Pemerintahen tertentu jang langsung berada
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dibawah pimpinan dan dipertanggung djawabkan kepada !
seorang Menteri ; ,

(2) Suatu Departemen terbagi dalam unsur-unsur pelaksa-
naan tingkat Pusat jang merupakan Djawatan dan dina-
makan Direktorat Djendersl. Djumlah serta bidang dari
Direktorat Djenderal ditetapkan menurut kebutuhan dan
disesuaikan dengan luasnja lingkungan kegiatan dari
Departemen jang bersangkutany
Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh seorang Direk- !
tur Djenderal;

S
SRR

(3) Pada tiap Departemen ada suatu Badan Staf Departemen
jang bernama Sekretariat DJjenderal dan dipimpin oleh
seorang Sekretaris Djenderal jang bertugas membantu
Menteri dalam melakukan pimpinan kepada Departemen;

AR

(4) Direktorat Djenderal dapat dibagi dalam unsur-unsur
peleksana tingkat Pusat maupun Daerah jang dinamakan
Kantor atau nama lain (Pusat dan Daerah) dan mempunjai
pula Sekretariat Direktorats

P
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(5) Sekretariat Djenderal dibagil dalam unsur-unsur Staf dan
dinamakan Biroj

(6) Apebila dipandang perlu guna kelantjaran pelaksanaan tu-
gas-tugas Departemen, pada Departemen atas usul Menterl
jang bersangkutan, dengan Keputusan Presidium dapat di-
adekan suatu badan jang bertugas membantu Menteri dalam
melakukan pengawasan terhadap Departemennja.

Badan tersebut dinamakan Inspektorat Djenderal jang di-
kepalal oleh seorang Inspektur Djenderalj

(7) Pada tingkat Departemen ataupun Sekretariat Djenderal
maupun Direktorat Djenderal apabila dipandang perlu dengan ||
persetudjuan Menteri Utama jang bersangkutan, dapat dlada- I
kan lembage penjelidikan atau pendidikan teknis dibidang- |
nja masing-masing; '

(8) Susunan lebih landjut dari Sekretariat Djenderal, Direke
torat Djenderal dan apabila ada Inspektorat Djenderal
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pada tiap-tiap Departemen ditentukan lebih landjut oleh
Menteri Utema dalam bidangnja atas usul Menteri,

B B __II

BIDANG TUGAS DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
INET

Pasal 3. .

DEPARTEMEN VETERAN DAN DEMOBILTISASI

(1) Departemen Veteran dan Demobilisasi mempunjal bldang
tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwi-
kora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian
Veteran;

(2) Departemen Veteran dan Demobilisasi dalam melaksanakan
bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini
dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah :

as Direktorat Djenderal Urusan Veteran;
be Direktorat Djenderal Urusan Demobilisasi.
Pagal k4,
DEPARTEMEN LUAR NEGERI

(1) Departemen Luar Negeri mempunjai bidang tugas serta
menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendja-

di bidang tugas serta kegiatan Kementerian Luar Negeri;

(2) Departemen Luar Negeri dalam melaksanakan bidang tugas
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagl dalam
tiga Direktorat Djenderal, ialah :

a+ Direktorat DJenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
b, Direktorat Djenderal Urusan Politik:

’
ce Direktorat Djenderal Urusan Umum.

Pasgal .
DEPARTEMEN DATAM NEGERT

(1) Departemen .....
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(1) Departemen Dalam Negeri mempunjai bidang tugas serta
menampung kegiatan Jang dalam Kabinet Dwikora mendja-
4l bidang tugas serta keglatan Kementerian Dalam Ne-
gerl dan Departemen Kooperasi dari Kementerian Perda-
gangang

(2) Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan bidang tu-
gas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi
dalam empat Direktorat Djenderal, ialah :

a. Direktorat Djenderal Pemerintehan Umum dan Otonomi
Daerah;

b. Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desaj
c. Direktorat Djenderal Agraris dan Transmigrasi;
d. Direktorat Djenderal Kooperasi.

PQS al 60

DEPARTEMEN XKEHAKTIMAN

(1) Departemen Kehakiman menmpunjai bidang tugas serta me-
nampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bi-
dang tugas serta keglatan Kementerian Kehakiman dan DjJa-
watan Imigrasi;

(2) Departemen Kehakiman dalam melaksanakan bidang tugas
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam
tige Direktorat Djenderal, ialah s

a, Direktorat Djenderal Pemasjarakatanj;
b. Direktorat Djenderal Imigrasi;

c. Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum dan Badan-badan
Peradilan.

Pasal 7.
DEPARTEMEN PENERANGAN

(1) Departemen Penersngsn mempunjai bidang tugas serta me-
nampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi

l)idﬂ!g sescsssns
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bidang tugas serta keglatan Kementerian Penerangan j;

Departemen Penerangan delam melaksanakan bidang tugas-
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalanm
tiga Direktorat Djenderal, dalah 3 :

a. Direktorat Djenderal Penerangen -Dalam dan Luar Negeri ;
b. Direktorat Djenderal Urusan BRI, TV-RI dan FILM j; -

c. Direktorat Djenderal Urusan Perbekalan Pers dan Grafika.

PQS&L ] 8.

. DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN ;
Departemen Pendidikan dan-Kebudajaan mempunjai-bidang tu-
gas'sertavmenampung~kégiatan-jangwdalamwKabinethwikora'w
mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Pendidik-

an, Pengadjaran-dan Kebudajaan ditambah dengan Urusan Ke-
pemudasn dan Kepramukaan j

Departemen Pendidiken dan Kebudajaan dalam melaksanakan - .
b;déng“tugas gseperti tersebut dalam-ajat (1) pasal ini di-
bagl dalam lima Direktorat Djenderal, ialah 3

a. Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar ;

be Direktorat DjJenderal Pergurusn Tinggl ;

¢. Direktorat DJjenderal Olah Raga

de Direktorat Djenderal Kebudajaan ;- 5 5

e. Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka.

Pagal 9. |
' QEF%RTEMEN‘AGQ&Q
Departemen ‘Agama mempunjai bidang tugas serta menampung

kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tu-

gas serts keglatan Kementerian Agama ;

Departemen Agama-dalam melaksanakan bidang tugas seperti

tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam empat
Direktorat Djenderal, ialah :

a. Direktorat
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a. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama
Islam;

b. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama
Protestan/Katholik;

c. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama
Hindu Bali dan Budhaj

d. Direktorat Djenderal Urusan Hadji.

Pasal 10.
DEPARTEMEN SOSIAL

Departemen Sosial mempunjei bidang tugas serta menam-
pung kegiatan jang dalam Kebinet Dwikora mendjadl bi-
dang tugas serta kegiatan Kementerian Sosial;

Departemen Sosial dalam melgksanaken bidang tugas se-
perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagl dalam
tiga Direktorat Djenderal, ialah :

a. Direktorat Djenderal Bina Karya;

b. Direktorat Djenderal Urusan Kesedjahteraan Masjara-~
kat, Keluarga dan Anaks

¢. Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Dana
Bantuan Sosial.

Pasal 11.
DEPARTEMEN KESEHATAN

(1) Departemen Kesehatan mempunjal bidang tugas serta me-

(2)

nampung keglatan jeng dalam Kebinet Dwikora mendjadi

bidang tugas serta kegilatan Kementerian Kesgehatan;

Departemen Kesshatan dalam melaksanakan bidang tugas
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam
tiga Direktorat Djenderal, ialah :

a. Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan dan Pen-
tjegahan Epidemi;

be. Direktorat Djenderal Pharmesi;

ce Direktorat Djenderal Kesehatan Rakjat.

Pasal eeeesscnos
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Pasal 12.
P, N_TENAGA KERDJ.

Departemen~Tenaga\Kerdja-mempﬁnjai bidang tugas serta me~ -
nampung keglatan jang dalam Kabinet Dwikors mendjadi bidang
tugas serta kegiatan Kementerian Tenaga Kerdja j

Departemen Tenaga Kerdja -dalam melaksanskan bidang tugas se-

perti tersebut dalam ajat- (1) pasal ini dibagi dalam dua

Direktorat Djenderal, lalah o :

a. Direktorat Djenderal Urusan Pembinaan dan Penggunaan
Tenaga-Kerdja 3 - T TL I ; s

b. Direktorat Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan
Tenage Kerdja.

Pas 13.
DEPARTEMEN KEUANGAN

Departemen Keuangan mempunjai~bidang~tugas serta menampung
kegiatan-jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas
serta kegiatan Kementerian Keuangan, ketjuali Departemen
Bank Sentral ; 5 ; o
Departemen Keuangan dalam melaksanakan-bidang tugas seperti
tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direk-
torat Djenderal, ialah : =
8 Direktorat Djenderal Keuangan- 3
be Direktorat Djenderal Iuran Negara j
¢. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan.
Pasal 4.

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
Deparﬁemén-Perdagangan-mempundai bidangutugasaserta menan-
pung keglatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang - .

tugas serta keglatan Kementerian Perdagangan, ketjuali De-
partemen Kooperasi ;

Departemen Perdagangan dalam melaksanakan bidang tugas se-
perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga

Direktorat D jenderal, ialah 3

8. Qg“ggtorgt sese
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a., Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri;

b. Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Nege-
ri; |

ce Direktorat Djenderal Urusan Pemasaran dan Pengem-
bangan.

Pasal 15.
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

(1) Departemen Perhubungan mempunjai bidang tugas serta me-

nampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bi-

dang tugas serta kegiatan Kementerian Perhubungan, ke-
tjuali Departemen Perhubungan Laut;

(2) Departemen Perhubungan dslam melaksanaken bidang tugas
sepertli tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam
tiga Direktorat Djenderal, lalah

a. Direktorat Djenderal Pos dan Telekomuniliasi}
b. Direktorat Djenderal Perhubungan Darat;
c. Direktorat Djenderal Perhubungan Udare.

. Pagsal 16.
DEPARTEMEN MARITIM

(1) Departemen Maritim mempunjai bidang tugas serta menam-

pung keglatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang

tugas serts kegiatan :

8. Departemen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhu-~
bungans

b. Departemen Industri Maritim dari Kementerian Perin-
dustrian Dasar dan Ringanj

Co Bagian dari Departemen Perikanan jang berhubungan
dengan Perikansn Laut dari Kementerian Pertaniang

(2) Departemen Maritim dalam melaksanakan bidang tugas se-

perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam
tiga Direktorat Djenderal, ialah :

S Direktorat ees 00 e
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a. Direktorat Djenderal Perhubungan Lautj;
b. Direktorat Djenderal Industri Maritimj
ce Direktorat Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut.

Pasal 17.
DEPARTEMEN PERTANIAN

Departemen Pertanien mempunjai bidang tugas serta menanm-
pung keglatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang
tugas serta kegiatan

a. Kementerian Pertanian, ketjuali Departemen Perkebunan
dan sebagian dari Departemen Perikanan jang berhubung-
an dengan Perikanan Lautj

be. Sebagian darl Departemen Pengairan jang berhubungan
dengan Pengairan Rakjat dari Kementerian Pekerdjaan
Umum dan Tenagas

Departemen Pertanian dalam melaksanakan bidang tugas se-
pertl tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam ti-
ga Direktorat Djenderal, ialah 3

2. Direktorat Djenderal Pertanian;

. be Direktorat Djenderal Kehutananj

c. Direktorat Djenderal Kehewanan.

Pasal 18.
DEPARTEMEN PERKEBUNAN
Departemen Perkebunan mempunjai bidang tugas serta menam-

pung kegiatan :jang dalam Kabinet Dvikora mendjadi bidang

tugas serta keglatan Departemen Perkebunan dari Kementeri-
an Pertaniang

Departemen Perkebunan dalam melaksznakan bidang tugas se-

perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagl dalam dua
Direktorat Djenderal, ialah :

a. Direktorat Djenderal Perksbunan Rakjat;
be Direktorat Djenderal Perkebunan Negara.

h&%l A AN N NN TRN
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Pasal 19.
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR, RINGAN
DAN TENAGA
(1) Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga mempu-.

njal bldang tugas serta menampung kegiatan -jang dslam Ka-
binet Dwikora mendjadi bidang tugas serta keglatan :

a. Kementerian Perindustrian Dasar dan Ringan, ketjuali
~ Departemen Industri Maritim ;
b. Departemen Listrik dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan

Tenaga 3

(2) Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dalam
melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam-ajat (1)
pasal ini dibagi dalem 1lima Direktorat Djenderal, ialah :
a, Direktorat Djenderal Perindustrian Dasar ;
b, Direktorat D jenderal Perindustrian Ringan ;

)

c. Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia 3
ds Direktorat Djenderal Perindustrian Penerbangan ;

9
e, Direktorat DJjenderal Tenaga Listrik.
Pagal 20,

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TEXTIL DAN
.WKEEAQQIXAE_BAKEAE

(1) Departemen- Perindustrlan Textil dan Keradjinan Rakjat mempu-
' njal bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabi-
net Dwikora~mendjadivbidang tugas serta kegiatan Kementeri-

an Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat ;

(2) Departemen Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat dalam
melaksanakan bidang tuges seperti tersebut dalam ajat (1)
pasalvini~dibagi~dalam7dua Direktorat Djenderal, ialah ¢
a. Direktorat Djenderal Perindustrian Textil ;

b. Direktorat Djenderal Keradjinan Rakjat.

Pasé.l l °
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN

(1) Departemen Pertambangan mempunjai bidang tugas serta mename-
pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang

tugas eoo
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tugas serta kegiatan Kementerian Pertambangan dan Minjak
as Bumi g

(2) Departemen Pertambangan dalam melaksanakan bidang tugas
sepertli tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam
dua Direktorat Djenderal, ialah

*

aes Direktorat Djenderal Pertambangén;
be Direktorat Djenderal Minjak dan Gas Bumi.

Pasal 22.
- DEPARTEMEN PEKERDJAAN UMUM

(1) Departemen Pekerdjaan Umum mempunjai bidang tugas serta

menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi
bidang tugas serta kegliatan :

L 4

a. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, ketjuali De-

partemen Listrik dan Pengalran Rakjat dari Departemen
Pengairan;

b. Departemen Djalan Raya Sumatera dari Kementerian Projek-
projek Mandataris;

(2) Departemen Pekerdjaan Umum dalam melaksanakan bidang tugas

sepertl fersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam em.
pat Direktorat Djenderal, ialah :

8. Direktorat Djenderal Pengairan Dasarj

5. Direktorat Djenderal Tjipta Karyaj;

c. Direktorat Djenderal Bina Marga;

d. Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera.

Pasal 2 3 .

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN ANGKATAN

Departemen~departemen Angkatan dalam melaksanakan bidang
tugas serta keglatannjs didasarkan kepada kebidjaksanaan dan
ketentuan-ketentuan jang telah ada serta disesualkan dengan
kebutuhan berdasarkan petundjuk-petundjuk Panglima Tertinggi

é‘_z}gkatm ¢80 08000000
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Angkatan Bersendjata dan Menteri Utama bildang Pertahanan/
Keamanan.,

BAB TIIT

LAIN-LATN
Pasal 24,

Setiap Menteri melaksanakan penjesuaian susunan De-
partemen masing-masing seperti Jang ditentukan diatas serta
mengadjukan usul-usul mengenai susunan selandjutnja dalam
waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pasal Bl

Bidang tugas serta kegiatan dari Departemen dan Ke-
menterian dalam Kabinet Dwilkora jang belum tertampung dalam

Departemen-departemen seperti tersebut diatas, akan diatur
tersendiri.

Pasal 26.

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur
oleh Keputusan Presidium. '

Pasal 27. .
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

»

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDON ESIA,
ttd.
SUKARNO



